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Pesan Juru Kampanye JPIK, Dhio Teguh Ferdyan

Pada Edisi “The Monitor” ke empat ini, JPIK merangkum berbagai kegiatan JPIK sebagai pemantau 
independen, serta perkembangan pengelolaan hutan berkelanjutan di Indonesia. 

Beberapa hal yang berkaitan dengan implementasi SVLK adalah laporan JPIK kepada Lembaga Sertifikasi 
terkait adanya indikasi penyalahgunaan dokumen oleh salah satu industri pengolahan kayu di Papua. 
Laporan ini telah ditindaklanjuti dan sampai publikasi ini diterbitkan, JPIK masih menunggu informasi 
lebih lanjut dari Tim Gabungan terkait penanganan kasus ini. 

Hal lain yang juga diberitakan adalah proses rancang ulang ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) 
yang menjadi anti klimaks karena proses yang semakin tertutup dan tidak lagi melibatkan multipihak. 
Sementara itu, di Jambi para petani swadaya kelapa sawit berjuang mempertahankan kebun mereka 
yang berada pada kawasan hutan melalui skema TORA (Tanah Objek Reforma Agraria) yang ditawarkan 
pemerintah. Di Jawa Timur, skema yang berbeda juga ditawarkan melalui Perhutanan Sosial untuk 
mengatasi aspek legal bagi petani yang mengelola lahan dan aset hutan negara yang tidak produktif. 

Edisi kali ini ditutup dengan pandangan kontributor terhadap film Asimetris terkait janji pembangunan, 
keadilan ekonomi, dan alternatif energi. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh 
kontributor yang telah aktif berkontribusi atas terbitnya publikasi ini. 
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Laporan Indikasi Penyalahgunaan Dokumen oleh 
Auditee, PT Mutu Hijau Merespon

T
anggal 7 Mei 2018 lalu 
di Pelabuhan Samabusa 
Nabire, Papua, sebuah 

kontainer yang berisi kayu 
olahan sebanyak 953 batang 
atau setara dengan 14,73 m3 
diamankan Tim Gabungan (SPORC 
Brigade Kanguru Seksi Wilayah lll 
Gakkum LHK, Polda Papua serta 
Polres Nabire) karena diduga 
menggunakan dokumen palsu 
yang diterbitkan oleh CV Puspa 
Yoga. 

Kasus tersebut ditanggapi oleh 
Jaringan Pemantau Independen 
Kehutanan (JPIK) dengan meminta 
penjelasan dan tindakan  PT Mutu 
Hijau Indonesia (MHI) selaku 
lembaga yang mengsertifikasi CV 
Puspa Yoga atas penyalahgunaan 
dokumen dan tindak pidana yang 
dilakukan.

PT MHI menjawab dan memberi 
pejelasan atas kasus yang saat 
ini sedang ditangani oleh Tim 
Gabungan (SPORC Brigade 
Kanguru Seksi Wilayah lll Gakkum 
LHK, Polda Papua serta Polres 
Nabire), antara lain: 

	Dokumen yang menyertai 
pengiriman kayu olahan 
tersebut tidak dapat dikatakan 

palsu karena telah dilengkapi 
dokumen surat jalan kayu 
olahan pada tanggal 2 Mei 
2018 sebagai dokumen yang 
menyertai pengangkutan kayu 
dari TPK industry CV Puspa 
Yoga menuju Pelabuhan 
Samabusa, Nabire. 

	Dokumen surat jalan 
merupakan dokumen 
pengantar sebelum 
diterbitkannya SKSHHK-KO, 
dimana pada saat pengamanan 
oleh Tim Gabungan kayu 
CV Puspa Yoga belum 
menerbitkan SKSHHK-KO 
dikarenakan belum adanya 
kejelasan jadwal kapal. 

	Adanya gangguan internet 
per tanggal 28 April 2018 
menyebabkan CV Puspa 
Yoga kesulitan menginput 
data pengolahan kayu bulat 
di SIPUHH Online sehingga 
perusahaan tidak dapat 
mengolah kayu bulat, daftar 
produksi kayu olahan, dan 
penerbitan dokumen SKSHHK-
KO SIPUHH Online. 

Karena adanya perbedaan 
temuan oleh Tim Gabungan dan 
konfirmasi CV Puspa Yoga, PT 

MHI juga akan menindaklanjuti 
temuan dengan melakukan audit 
penilikan kepada CV Puspa Yoga. 
Sejalan dengan hal tersebut JPIK 
akan menunggu hasil tindak 
lanjut oleh Tim Gabungan dan 
audit yang akan dilaksanakan PT 
MHI. 

JPIK menyayangkan terjadinya 
kasus tersebut, karena 
Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan (KLHK) 
melalui P.58/MenLHK/Setjen/
Kum.1/7/2016 dan   P.60/
MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 
sebagai perubahan dari P.42/
Menlhk-Setjen/2015 dan P.43/
Menlhk-Setjen/2015 telah 
menyiapkan solusi ketika terjadi 
masalah pada sistem online 
PUHH (sistem mengalami down/

terjaddinya gangguan selama 
lebih dari 6 jam), pemegang 
izin bisa melaporkan hasil 
produksi secara manual dengan 
menggunakan form SKSHHK yang 
sama dengan form yang ada di 
sistem online. Form yang diisi 
secara manual tersebut, akan 
diinput ulang ke Sistem-PUHH 
online setelah sistem normal 
kembali.

© GAKKUM KLHK
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“Mbok Hewun”

Hewun dan Proses Rancang Ulang ISPO Mencapai 
Anti Klimaks
Oleh : Sarah Agustio (Kaoem Telapak)

S
aya bertemu Mbo’ Hewun di 

teras rumah panggungnya, 

di desa Nehas Liah Bing, 

Kecamatan Muara Wahau 

Kabupaten Kutai Timur.  Dia 

terlihat sehat, walau kini matanya 

sudah tak terlalu jelas melihat, 

kakinya juga sudah tidakkokoh 
lagi untuk menopang tubuhnya 

yang sudah membungkuk, tapi 

pendengarannya masih berfungsi 
dengan baik dan dia masih 

mengenaliku. Kami pertama 

kali bertemu 4 tahun lalu, di 

ladangnya yang tak jauh dari 

desa.

Pertemuan kami diawali dengan 

cerita Mbo’ Hewun tentang 

inisiatif masyarakat desa yang 
sudah empat tahun terakhir 

kembali menghidupkan upacara 

adat Lomplai untuk menyambut 

musim panen padi. Banyak orang 

dari luar desa datang untuk 

menyaksikan mereka menari dan 

memperkenalkan tradisi Dayak 

Wehea.  

Dia juga berbagi kegelisahannya 

tentang ladang padi tempat 

pertama kali kami bertemu 

dulu, kini sudah menjadi kebun 

sawit, sungai Wahau yang airnya 

berlumpur dan bertumpuk 

pasir serta membuat gatal-gatal 

warga kampung, juga tentang 

masyarakat desa yang terpecah 

belah saat konflik lahan dengan 
perusahaan. 

Kabupaten Kutai Timur, tempat 

dimana kampung Mbo’ Hewun 

berada merupakan kabupaten 

dengan izin perkebunan sawit 

terbanyak di Provinsi Kalimantan 

Timur. Setidaknya hingga akhir 
tahun 2017 terdapat 137 izin 

perkebunan sawit dengan luas 

802 ribu herktar. Di Kalimantan 

Timur izin perkebunan sawit 

sudah mencapai 3 juta hektar, 

dengan jumlah total  375izin1.  

Di Kabupaten Kutai Timur konflik 
masyarakat dengan perusahaan 

yang terjadi sejak tahun 2011 

hingga saat ini belum rampung, 

yaitu terkait pembukaan 

lahan untuk perluasan kebun, 

limbah, serta hilangnya hutan 

yang membuat ruang hidup 

masyarakat Nehas Liah Bing dan 

kampung Dayak Wehea lainnya 

semakin menyempit.

Di ibukota Jakarta sejak tahun 

2016, Kementrian Perekonomian 

Republik Indonesia saat ini 

sedang sibuk melakukan rancang 

ulang Sistem Sertifikasi Kelapa 
Sawit Berkelanjutan Indonesia 

atau ISPO, untuk menjawab 

beberapa persoalan terkait tata 

kelola Perkebunan Kelapa Sawit 

yang semakin masif menguasai 
daratan Indonesia, sudah 

mencapai 12 juta hektar. Semula 

ISPO hanya peraturan menteri 

yang sifatnya sukarela, namun 
dua tahun belakangan ISPO 

dirancang menjadi Peraturan 

Presiden (Perpres) dan bersifat 
mandatori. 

Bukan hanya Mbo’ Hewun yang 

gelisah karena kebun sawit 

menguasai kampungnya namun 

juga sebagian besar rakyat 

Indonesia. ISPO diharapkan 

menjadi alat yang mampu 

mendorong tata kelola kelapa 

sawit berkelanjutan dan 

meningkatkan daya saing dengan 

meningkatkan kualitasnya. 

Namun, belakangan proses 

penguatan Rancangan Peraturan 

Presiden tentang ISPO menuju 

anti klimaks, proses semakin 
tertutup dan terjadi pengabaian 

terhadap proses multipihak. I 
Draft rancangan Perpres tentang 
Sistem Sertifikasi ISPO yang 
disusun pada bulan Januari-

Maret 2018 malah berpotensi 

menjadi langkah mundur yang 

makin melemahkan upaya 

pembangunan perkebunan sawit 

1 Data rekap jumlah izin perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur hingga tahun 2017.
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berkelanjutan. 

Mulanya, Juni 2016 proses 

berjalan cukup terbuka antara 

pemerintah dan para pemangku 

kepentingan, termasuk 
masyarakat sipil dengan 

mengadakan pertemuan dan 

konsultasi publik di empat 

pulau besar di Indonesia. 

Proses tersebut menghasilkan 

rekomendasi terkait prinsip dan 

kriteria sistem sertifikasi ISPO 
yang sedang disusun ulang. 

Harapannya, dari hasil konsultasi 

publik di tingkat region ini akan 
diselenggerakan konsultasi 

nasional sebelum finalisasi draft 
Perpres. Namun yang terjadi 

adalah pertemuan-pertemuan 

pembahasan draft Perpres 
yang dimotori oleh Kementrian 

Kordinator Bidang Perekonomian 

tersebut makin tertutup dan 

pemangku kepentingan serta 
masyarakat yang terlibat sejak 

awal malah sulit mendapatkan 

akses informasi mengenai 
kemajuan prosesnya.

Beberapa poin penting masukan 
dari masyarakat hasil konsultasi 

publik terhadap rancangan 

draft Perpres ISPO dikeluarkan/
dihapus oleh Kementrian 

Kordinator Bidang Perekonomian, 

seperti prinsip ketertelusuran 
dan Hak Asasi Manusia (HAM). 

Prinsip HAM merupakan prinsip 

dasar dalam sertifikasi ISPO, 
apabila prinsip ini tidak di 
masukan maka Perpres ini sama 

dengan peraturan sebelumnya, 

begitu juga dengan prinsip 

ketertelusuran tak akan jadi 

perubahan yang berarti sama 
sekali. Prinsip ketertelusuran 

dalam ISPO dapat memastikan 
asal usul buah sawit, memastikan 
buah yang diproduksi oleh 

perusahaan swasta, negara, dan 

masyarakat bersih dari masalah 

lingkungan dan konflik.   

Selain itu, pada draft rancangan 
ini kewajiban sertifikasi 
bagi pekebun plasma dan 

pekebun swadaya dihilangkan, 

penghilangan kewajiban 

ini dapat berimplikasi pada 

lepasnya tanggung jawab 

pemerintah dalam mendorong 

dan mendukung peningkatan 

proses sertifikasi khususnya 

bagi petani swadaya. Seperti 
kampung Mbo Hewun yang saat 

ini tengah dikeliling oleh kebun-

kebun sawit yang tak satupun 

memegang bahkan tahu tentang 

sertifikasi ISPO. Tidak ada yang 
dapat memastikan bagaimana 
masyarakat mengelola kebun 

sawit, apakah sawit ditanam 

di kawasan hutan atau tidak, 
apakah sawit berasal dari bibit 

yang bersertifikat atau tidak, 
dan apakah sawit ini bebas dari 

koflik. Melalui ISPO, Pemerintah 
mestinya mampu memastikan hal 
tersebut untuk menjamin kualitas 

produksi sawit Indonesia. 

Yang terakhir adalah, draft 
Peraturan Presiden tentang 

ISPO tersebut menghilangkan 

pengaturan mengenai pemantau 

independen, serta direduksinya 

posisi serta peran pemantau 

independen menjadi bagian 

dari komite sertifikasi. Bagian 
ini sangat jelas melemahkan 

kredibilitas sistem ISPO. 
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Primadona di Tanah Terlarang, 
Tantangan Petani Swadaya Kelapa Sawit dalam 
Kawasan Hutan

Oleh: Umi Syamsiatun2

D
i Provinsi Jambi luas 

perkebunan kelapa sawit 

yang dikelola oleh petani 

swadaya mencapai 662.846 ha 

dengan jumlah petani mencapai 

124.597 KK. Dari luasan tersebut, 

terindikasi sekitar 40% lahan 

petani berada dikawasan hutan, 

baik kawasan hutan yang telah 

memiliki izin maupun dikawasan 

hutan diluar izin. Menurut 

data yang dimiliki oleh dinas 

perkebunan Provinsi Jambi luas 

pekebunan kelapa sawit yang 

berada didalam kawasan hutan 

di Provinsi Jambi telah mencapai 

angka 160.000 ha (Kadisbun, 

dalam FGD mencari solusi 

perkebunan kelapa sawit dalam 

kawasan hutan, 10 November 

2017). 

Maraknya perkebunan kelapa 

sawit petani swadaya  dalam 

kawasan hutan juga diperkuat 

oleh berbagai temuan dan 

riset yang dilakukan oleh 

berbagai organisasi masyarakat 

sipil. Menurut hasil riset yang 

dilakukan oleh beberapa 

organisasi masyarakat sipil di 

Jambi (Yayasan SETARA, Yayasan 

CAPPA dan SLPP Jambi dalam  

Presentasi Dialog Para Pihak yang 

digelar di Bogor 26 April 2018) 

yang dilakukan pada akhir tahun 

2017 di 5 Desa di Jambi diketahui 

sedikitnya terdapat 8.147 ha 

kebun kelapa sawit petani 

swadaya berada dalam kawasan 

hutan dengan jumlah petani 

penggarap 1.379 KK dengan 

potensi produksi TBS 12.000 ton/

bulan dengan potensi produksi 

CPO yang dihasilkan sebesar 

2.400 ton/bulan. 

Tingginya angka luasan 

perkebunan dan produksi yang 

dihasilkan dari kelapa sawit petani 

swadaya dalam kawasan hutan 

ternyata berbanding lurus dengan 

tantangan yang harus dihadapi 

oleh petani swadaya itu sendiri. 

Ada beberapa tantangan yang 

dihadapi oleh petani swadaya 

dalam mengelola kebun kelapa 

sawit antara lain pertama status 

legalitas tanah/kebun, dimana 

mengelola kawasan hutan tanpa 

izin resmi dari negara menjadikan 

status lahan dalam kategori 

“ilegal” karena mayoritas petani 

mengelola kawasan hutan tanpa 

adanya legalitas yang jelas dari 

negara. 

Kedua status produksi yang 

dihasilkan, tanaman kelapa 

sawit bukan termasuk tanaman 

kehutanan, sehingga ketika kelapa 
sawit ditanam dalam kawasan 

hutan yang tidak mempunyai 
legalitas dan kepastian hukum 
yang jelas maka menjadikan 

status hasil produksi TBS 

dipertanyakan legalitasnya dalam 

2 Salah satu Dinamisator Nasional JPIK dan pegiat Community Development.
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pasar kelapa sawit global. Dalam 

kebijakan sustainability kelapa 

sawit, seperti RSPO tidak bisa 
mengakomodir TBS yang berasal 

dari sumber yang tidak “sah”. 

Ketiga tantangan terhadap 

pasar, ketika berbagai kebijakan 
sustainability pada industri 

kelapa sawit mensyaratkan 

keterlacakan sumber bahan baku 

pada rantai pasok industri CPO 

dan negara melalui menteri LHK 

mengeluarkan kebijakan larangan 

bagi Pabrik Kelapa Sawit (PKS) 

menerima TBS yang bersumber 

dari kawasan hutan menjadikan 

keterancaman pasar kelapa sawit 

petani swadaya yang berasal 

dari kawasan hutan. Pertanyaan 

sederhana kemana 12.000 ton 

TBS akan dijual setiap bulan? 

Tantangan Keempat adalah 

potensi konflik yang tinggi, hal ini 
karena status kebun yang dikelola 

masyarakat tidak mempunyai 
legalitas maka secara legal status 

kawasan tersebut dalam database 

negara adalah kawasan open 

access yang suatu waktu negara 

berhak mengeluarkan izin kelola 

kepada siapapun. 

Perlu adanya solusi bagi petani 

sawit swadaya yang sudah 

terlanjur menggarap kawasan 

hutan untuk menjawab tantangan 

yang dihadapi. Negara melalui 

beberapa kebijakan prioritas saat 

ini mencoba memberikan solusi 

untuk menjawab persoalan-

persoalan yang dihadapi oleh 

petani sawit swadaya tersebut 

diantaranya melalui program 

Reforma Agraria yang memuat 
dua skema yaitu Tanah Objek 

Reforma Agraria (TORA) dan 
Perhutanan Sosial (PS). Lalu 

apakah TORA dan PS bisa 

menjawab persoalan yang 

dihadapi oleh petani kelapa sawit 

swadaya dalam kawasan hutan?

Secara teknis belum ada regulasi 

dan kelembagaan yang secara 

terstruktur mengatur bagaimana 

implementasi skema TORA 

ditingkat tapak. Dalam istilah 
yang selalu diungkapkan oleh 

beberapa praktisi TORA adalah 
“membuat jalan sambil berjalan”. 

Pendekatan yang demikian 

tentu sangat sulit diukur tingkat 
keberhasilan dan strategi yang 

akan dilakukan, karena jalan 

yang sedang dibangun tidak jelas 
arahnya. 

Beberapa tantangan terbesar 

dalam skema TORA yang harus 

dihadapi oleh para petani sawit 

swadaya antara lain, pertama 

penguasaan tanah yang harus 

lebih dari 20 tahun sementara 

ditingkat lapangan, penguasaan 
tanah yang terjadi berkisar 

antara 5-15 tahun. Kedua status 

kawasan hutan yang diakomodir 

dalam skema TORA, dimana 

secara regulatif TORA hanya 
mengakomodir tanah-tanah 

kawasan hutan dengan fungsi 
hutan produksi yang dapat di 

konversi atau hutan produksi 

tetap yang telah dikuasai 

masyarakat sebelum penunjukan 

kawasan hutan. Fakta dilapangan 

kebun kelapa sawit petani 

swadaya mayoritas berada pada 

fungsi hutan produksi terbatas 
dan hutan produksi tetap yang 

baru dikuasai oleh masyarakat 

setelah penunjukan kawasan 

hutan.

Skema Perhutanan Sosial (PS) 

secara regulasi dan secara teknis 

menjadi skema yang paling 

memungkinkan di ambil oleh 

petani kelapa sawit swadaya 

untuk menjawab persoalan 

legalitas kebun dan meminimalisir 

potensi konflik tenurial karena 
PS memberikan aspek legal 

dan kepastian hukum yang 
jelas bagi status tanah kawasan 

hutan yang dikelola oleh petani. 

Namun persoalan yang muncul 

kemudian adalah nasib petani 

kelapa sawit setelah tanaman 

kelapa sawit berumur 12 tahun. 

Karena secara regulatif PS hanya 
memperbolehkan tanaman 

kelapa sawit yang sudah terlanjur 

sampai tanaman berumur 12 

tahun, setelah kelapa sawit 

berumur 12 tahun petani harus 

mengganti secara keseluruhan 
tanaman kelapa sawit dengan 

tanaman kehutanan. 

Ada dua hal yang menjadi 

konsekuensi yang harus diterima 

oleh petani kelapa sawit swadaya 

ketika mengambil skema PS 
sebagai jawaban atas persoalan 

yang dihadapi oleh petani sawit 

swadaya dalam kawasan hutan. 

Pertama “masuk penjara” atau 

kedua “mati”. Karena ketika 
petani sawit swadaya menerima 

skema PS dan tidak menjalankan 
kewajiban sebagaimana diatur 

dalam regulasi, maka itu 

berarti petani telah melakukan 
pelanggaran hukum dimana 

konsekuensinya adalah “penjara” 

atau menjalankan kewajiban 

mengganti tanaman kelapa sawit 
dengan tanaman kehutanan 

dimana saat ini umur kelapa 

sawit petani rata-rata adalah 5-15 

tahun yang berarti masyarakat 
tidak mempunyai kesempatan 
menyiapkan sumber kehidupan 

baru dan harus kehilangan 

sumber kehidupan utama yaitu 

kebun kelapa sawit yang berada 

dalam kawasan hutan tersebut. 

Artinya ketika petani kehilangan 
sumber kehidupan utama 

yang berarti petani mengalami 
“kematian” secara ekonomi. 

Artinya, dua kebijakan diatas 
belum mampu menjawab 

secara substansi persoalan yang 

dihadapi oleh petani kelapa sawit 

swadaya yang berada dalam 

kawasan hutan. Negara harus 

berkompromi, berani membuka 

ruang dialog dengan rakyat 
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Sekilas Pandang Perhutanan Sosial di Jawa Timur
Oleh : Muhammad Ichwan3 

untuk menyelesaikan persoalan 

yang ada. Negosiasi yang bisa 

dilakukan antara negara dengan 

rakyat pada dua skema tersebut 

adalah negosiasi regulasi yaitu 

mengakomodir kelapa sawit yang 

terlanjur dalam kawasan hutan 

melalui skema PS hingga masa 

produksi kelapa sawit (1 daur) 

atau menurunkan standar dan 

syarat diakomodirnya perkebunan 

kelapa sawit petani swadaya 

dalam kawasan hutan dalam 

skema TORA dalam hal masa 

penguasaan kebun dan syarat 

fungsi kawasan hutan agar bisa 
mengakomodir kepentingan 
petani kelapa sawit swadaya yang 

saat ini berada dalam kawasan 

hutan yang faktanya jumlahnya 
tidak lagi dapat diabaikan dan 
besarnya kepentingan negara 
dalam industri kelapa sawit 

global. 

P
erhutanan Sosial merupakan 

amanat konstitusi untuk 
pengentasan kemiskinan, 

pemerataan ekonomi dan 

mengurangai ketimpangan 
penguasaan akses pemanfaatan 
hutan, khususnya bagi masyarakat 

disekitar dan didalam kawasan 

hutan. Dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN) 2015-2019, 

pemerintah mencanangkan  ± 

12.7 juta hektar kawasan hutan 

di mana di dalamnya terdapat 

skema perhutanan sosial. 

Sebagai aturan pelaksana, 

Menteri Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan mengeluarkan 

Peraturan Menteri nomor P.83/

MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 
tentang Perhutanan Sosial. 

Selain itu, untuk hutan yang 

membutuhkan perlakuan khusus 

karena permasalahan yang 

spesifik maka untuk wilayah Jawa 
KLHK menerbitkan Peraturan 

Menteri nomor P.39/MENLHK/

SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang 

Perhutanan Sosial di Wilayah 

Kerja Perum Perhutani. 

Perhutanan sosial khususnya 

di Jawa ini dimaksudkan untuk 

mengatasi aspek legal bagi petani 

hutan yang sudah bertahun-

tahun mengelola lahan dan 

aset lahan hutan negara yang 

tidak produktif  baik secara 
fungsi maupun kemanfaatannya 
untuk masyarakat sekitar hutan, 

terutama pada areal lahan 

hutan yang selama lima tahun 

dengan tutupan lahan dibawah 

3 Salah satu Dinamisator Nasional JPIK dan Focal Point Pokja Percepatan Perhutanan Sosial Jawa Timur.
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10%. Pendekatan aset dan akses 

melalui Perhutanan Sosial ini 

dimaksudkan untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi berbasis 

petani sekitar hutan yang akan 

meningkatkan kesejahteraan 

petani, serta sebagai bentuk 

upaya untuk memulihkan fungsi 
tutupan kawasan hutan dan 

resolusi konflik tenurial.

Skema Perhutanan Sosial di Jawa 

Timur:

1.	 Hutan Desa (HD) dengan 

tenurial Hak Pengelolaan 

Hutan Desa (HPHD).

2.	 Hutan Kemasyarakatan 

(HKm), izin yang diberikan 

adalah IUP-HKm atau Izin 
Usaha Pemanfaatan Hutan 
Kemasyarakatan.

3.	 Hutan Tanaman Rakyat (HTR), 

izin yang diberikan adalah 

IUPHHK-HTR atau izin Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 
- Hutan Tanaman Rakyat.

4.	 Hutan Adat (HA), tenurialnya 

adalah penetapan 

pencantuman hutan adat.

5.	 Kemitraan Kehutanan 

(KK) dalam bentuk KULIN 
KK atau Pengakuan dan 

Perlindungan Kemitraan 

Kehutanan. 

6.	 IPHPS atau Izin Pemanfaatan 
Hutan Perhutanan Sosial di 

Pulau Jawa dengan syarat 

tutupan lahan dibawah 10%.

Dari pilihan skema diatas, untuk 

Jawa Timur obyek Perhutanan 

Sosial berada di areal hutan 

negara yang dikelola Perum 

Perhutani, maka skema yang 

bisa diajukan kepada Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

adalah Kemitraan Kehutanan, 

IPHPS, Hutan Desa, dan Hutan 

Kemasyarakatan diareal hutan 

lindung. 

Aturan Pelaksana Perhutanan 

Sosial di Jawa Timur.

Untuk membantu dan mengawal 
pelaksanaan Perhutanan Sosial 

diperlukan Kelompok Kerja 

Percepatan Perhutanan Sosial 

yang dibentuk mengacu pada 

Perdirjen PSKL No. P.14/PSKL/SET/

PSL.0/ 11/2016 tentang Fasilitasi, 

Pembentukan dan Tata Cara 

Kerja Kelompok Kerja Percepatan 

Perhutanan Sosial (Pokja PPS) dan 

Surat Keputusan Dirjen PSKL No. 

SK.33/PSKL/SET/PSL.0/5/2016 

tentang Pembentukan Kelompok 

Kerja Percepatan Perhutanan 

Sosial (Pokja PPS) yang telah 

menetapkan Focal Point 

Kelompok Kerja PPS di setiap 
Provinsi yang kemudian telah 

diubah lampirannya terakhir 

dengan SK Dirjen PSKL No. SK.23/

PSKL/SET/KUM.1/9/2017.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur 

merespon kebijakan Perhutanan 

Sosial dengan membentuk 

Kelompok Kerja Percepatan 

Perhutanan Sosial (POKJA PPS) 

yang bertujuan memastikan 
bahwa realisasi kebijakan 

pemerintah terimplementasikan 

pada tingkat tapak. Kelembagaan 
Pokja ini dibentuk melalui Surat 

Keputusan Gubernur nomor 

188/186/KPTS/013/2018. 

Sedangkan untuk mempercepat 

implementasi di setiap kabupaten 
maka Dinas Kehutanan Provinsi 

Jawa Timur membentuk 

Kelompok Kerja Kewilayahan 

melalui Surat Keputusan (SK) 

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi 

Jawa Timur nomor 123/5/KPTS/

Dishut/2018. Terbitnya SK ini 

mengakhiri penantian panjang 
atas terbangunnya kelembagaan 

transisional multipihak yang 
mengakomodir seluruh pihak 

untuk membantu memfasilitasi 
akses masyarakat mengelola 

dan memanfaatkan hutan dan 
meningkatkan kesejahteraannya.

Saat ini terdapat delapan tugas 

POKJA PPS Jawa Timur, yaitu : 

(1) melaksanakan koordinasi 

dengan Dinas/Instansi untuk 

membuat perencanaan 

strategis; (2) membangun dan 

mengembangkan jejaring kerja 

dan berkoordinasi dengan Forum 

Perhutanan Sosial Nusantara; 

(3) melakukan sosialisasi 

program Perhutanan Sosial 

kepada masyarakat dan para 

pihak terkait; (4) monitoring 

lapangan dan mereview 
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Tabel Progres Implementasi Perhutanan Sosial di Jawa Timur 2017 – Maret 2018

No Skema Jumlah 

Kelompok

Luas (Ha) Jumlah 

Penggarap

Ket

1 Kemitraan 

Kehutanan

10 

Kelompok

5,552.49 3,399 KK

2 IPHPS 23 

Kelompok

9,570.00                       8,552   KK                                       

3 Hutan Desa 2 

Kelompok

234 - Proses Pengajuan

4 Hutan 

Kemasa-

yarakatan 

(HKm)

1

Kelompok

32 - Proses Pengajuan

Total yang telah terbit izin 15,122.49 11,951

**Diolah dari berbagai sumber dan data Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tiimur

PIAPS; (5) membantu fasilitasi 
permohonan usulan masyarakat 

setempat; (6) melakukan 

verifikasi teknis dan administrasi 
terhadap permohonan yang 

diajukan oleh masyarakat; 

(7) melakukan pengendalian 

dan evaluasi sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan; 

(8) melakukan penguatan 

kapasitas dan kelembagaan serta 

pengembangan usaha sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku.

Implementasi Program 

Perhutanan Sosial di Jawa Timur.

Dari beberapa pilihan skema 

Perhutanan Sosial untuk Jawa 

Timur yang objek hutannya 

berada di areal Perum Perhutani,  

maka skema yang bisa di ajukan 

kepada Menteri Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan adalah Kemitraan 

Kehutanan, Izin pemanfaatan 
hutan perhutanan sosial (IPHPS), 

Hutan Desa (HD) dan Hutan 

Kemasyarakatan (HKm) diareal 

hutan lindung. Implementasi 

Perhutanan Sosial di Jawa Timur 

sampai bulan Maret 2018 seluas 

15,122.49 Ha, sebagai mana tabel 

dibawah ini :

Berdasarkan konsolidasi 

percepatan Perhutanan Sosial 

di Jakarta pada bulan April 

2018 yang diikuti perwakilan 
dari pegiat Perhutanan Sosial, 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 

Perum Perhutani, dan Dinas 

Kehutanan Jawa Timur untuk 

target implementasi Perhutanan 

Sosial di Jatim seluas 66,000.00 
Ha. 

Berdasarkan hal tersebut, 

implementasi Perhutanan Sosial 

di Jawa Timur dirasa masih belum 

maksimal. Dibutuhkan berbagai 

upaya untuk mempercepat 

implementasi Perhutanan Sosial 

sehingga dapat memenuhi 

target yang diharapkan. 

Beberapa rekomendasi yang bias 

dijalankan pemerintah untuk 

memaksimalkan program ini, 

antara lain: 

1.	 Meningkatkan alokasi 

anggaran untuk akselerasi 

Perhutanan Sosial dengan cara 

efisiensi belanja (10-20% per 
tahun) baik pusat maupun 

daerah 

2.	 Mensinergikan program 

ekonomi lainnya dengan 

pemberdayaan ekonomi 

masyarakat yang mendapatkan 

skema Perhutanan Sosial 

dalam rangka mengurangi 

kemiskinan daerah dan 

pemerataan ekonomi

3.	 Membumikan program 

Perhutanan Sosial 

sampai tingkat desa dan 
memaksimalkan potensi 

pendanaan melalui program/

kegiatan via APBN, APBD, dan 

APBD Desa

4.	 Mengoptimalkan anggaran 
desa (ADD dan DD) untuk 

membiayai program yang 

relevan (permohonan 

izin, pembinaan lembaga 

monitoring, operasional 

lembaga pengelola DR)

5.	 Mengoptimalkan dana DR 
yang diterima kabupaten yang 

belum/tidak terpakai untuk 
percepatan dan pembiayaan 

Perhutanan Sosial ditingkat 
kabupaten

Presiden RI berikan SK Perhutanan Sosial di Tuban 
kepada Petani

© PSKL KLHK
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Membedah Film Asimetris
Oleh: Linda Rosalina (Forest Watch Indonesia)

J
oseph Eugene Stiglitz, ekonom 

senior AS menyebutkan 

bahwa informasi asimetris 
adalah faktor paling dominan 
dibalik kegagalan pasar dan 

sangat berbahaya bagi globalisasi. 

Asimetris informasi terjadi 
apabila salah satu pihak dari 

suatu transaksi memiliki informasi 
lebih banyak atau lebih baik 

dibandingkan pihak lainnya. 

Stiglitz menyatakan tidak semua 
masyarakat memiliki informasi 
sempurna, sebagian masyarakat 

jauh ketinggalan informasi dari 
pihak lain. Akibatnya, keuntungan 

bagi pihak yang mendapatkan 

informasi ketimbang minim 
informasi. Pemikiran Stiglizh ini 
menjadi masukan penting bagi 
para pengambil kebijakan agar 

“kue” pembangunan ekonomi 

dapat dinikmati semua kalangan. 

Film Asimetris yang diproduksi 

Watchdog (2018) ini berbicara 

tentang tiga hal akibat informasi 
yang asimetris. Pertama soal 

Janji Pembangunan, atas nama 

sawit dapat menyejahterakan 

masyarakat. Prakteknya, 

kebutuhan lahan dalam skala 

luas untuk melayani ekspansi 

perkebunan sawit di Indonesia 

dalam banyak hal melalui 

perampasan tanah-tanah dan 

ruang hidup rakyat. Akibatnya 

konflik agraria struktural selalu 
meningkat di wilayah perkebunan 

kelapa sawit,bahkan hilangnya 

kemandirian ekonomi rakyat. 

Maka yang justru terjadi adalah 

© jendelapost.com
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proses pemiskinan struktural yang 

akan terus terwariskan.

Kedua soal Keadilan Ekonomi, 
sawit sebagai komoditas nasional. 

Prakteknya, hanya segelintir 
orang yang menguasai lahan 

perkebunan kelapa sawit untuk 

mendapatkan keuntungan 

sebanyak-banyaknya. Sampai 

2017, dari 12,27 juta hektare total 

area penanaman kelapa sawit, 

seluas  5,1 juta hektare hanya 

dikuasai 25 kelompok perusahaan 

sawit.

Ketiga soal Alternatif Energi, 
manfaat sawit untuk food oil, oil 
chemical, biofuel. Prakteknya, 

pembukaan dan persiapan 

lahan untuk perkebunan kelapa 

sawit selama ini masih banyak 

menggunakan dengan cara 

membakar. Dalam 10 tahun 

terakhir, dari 2006-2016, jumlah 

titik api terbanyak berada di 
area perkebunan kelapa sawit 

(FWI, 2016). Menurut KLHK, 

1,6 juta hektare hutan telah 

terbakar antara Juni-Oktober 

2015, sebanding dengan 

empat kali pulau Bali. Bencana 

kebakaran hutan dalam rentang 

waktu tersebut merugikan 221 

triliun atau setara dengan 1,9 

persen dari PDB atau dua kali 

lebih besar dari anggaran dana 

untuk rekonstruksi Aceh pasca 

tsunami 2014. Kerugian ini belum 

menghitung kesehatan bagi 500 

ribu masyarakat terserang ISPA 

dan merenggut 19 jiwa meninggal 

dunia dengan perkiraan biaya 

kesehatan mencapai Rp 2,1 

triliun. Praktek lainnya, ekspansi 

perkebunan kelapa sawit 

yang justru menghilangkan 

produktivitas tanaman lokal dan 
pengetahuan lokal. Seperti kasus 
masyarakat adat Mahuze Besar 

suku Malind Deq di Merauke 

menolak perkebunan kelapa 

sawit, karena mereka ingin 

mempertahankan tanaman sagu.

Meskipun pada prakteknya 

perusahaan-perusahaan itu 

bekerja secara legal, dengan 

memiliki izin usaha, memiliki 

sertifikat pengelolaan 
berkelanjutan, dsb, namun 

semua terhenti pada tataran 
legal administratif. Sebagai 
contoh perusahaan perkebunan 

kelapa sawit dari Grup yang telah 

mendapatkan sertifikasi tentang 
keberlanjutan lingkungan, baik 

RSPO, ISPO, dan ISCC nyatanya 

masih melakukan deforestasi, 
bertumpang tindih dengan areal 
konsesi lain, serta merusak hutan 

bernilai konservasi tinggi (FWI, 
2017). 

Dimana Posisi Pemerintah?

Pemerintah masih moderat, 

mengganggap komoditas sawit 

sebagai aset ekonomi. Solusi 

yang ditawarkannyapun dengan 

replanting. Memang ada upaya 

lain dalam melindungi SDA 

dengan mengeluarkan kebijakan 

moratorium, membentuk Badan 

Restorasi Gambut, juga soal TORA 

dan Perhutanan Sosial. Namun 

hingga kini upaya tersebut belum 

cukup melindungi SDA dan 

belum menyentuh pengurangan 

ketimpangan lahan. 

Kondisi ini menjadi semakin 

sulit untuk menerima sawit 

yang dicitrakan sebagai 

komoditas nasional. Karena ia 

penyebab deforestasi, andil 
dalam kebakaran hutan dan 

lahan, juga sebagai aktor yang 

berkontribusi dalam konflik 
agraria. Sesungguhnya letak 

kesulitannya bukan pada sawit 

sebagai komoditas, tetapi 

terhadap praktek pengelolaannya 

yang tidak berkelanjutan dan 
berkeadilan. 

Pesan utama pada film ini bukan 
hanya memberikan potret 

masalah pengelolaan kelapa 

sawit yang terkini dan valid. 

Namun justru memberikan 

alternatif kemandirian ekonomi 
masyarakat. Seperti kisah 
sukses masyarakat di Ketapang, 

Kalimantan Barat dengan model 

kearifan lokal pengelolaan padi, 
yang barang tentu dapat juga 

dijumpai dibanyak tempat. 

Refleksi 

Sebagai refleksi untuk film, 
pertama tetap harus berhati-
hati dalam menawarkan 
alternatif petani mandiri. Di 
banyak perusahaan perkebunan 

kelapa sawit skala besar, 

menggunakan petani mandiri 

untuk mengaburkan praktek 

pengelolaan yang tidak baik. 
Kedua, film ini sejak awal sudah 
menjelaskan posisinya bahwa 

penyebab asap dari kebakaran 

hutan bukan  human eror, 

tetapi akibat pembukaan hutan 

dan lahan oleh perkebunan 

kelapa sawit. Subyektifitasnya 
terlihat dari narasumber pada 

film adalah masyarakat bukan 
korporasi maupun pemerintah. 

Ketiga, film ini ditutup dengan 
thesis yang kuat, mengapa 

produktivitas sawit ditingkatkan 
dan lahan terus diekspansi, 

yaitu dipandu oleh kepentingan 
pasar global. Kemudian sebagai 

refleksi bersama, apakah kita 

akan mempertaruhkan SDA kita, 

warisan anak cucu kita hanya 

untuk melayani kepentingan 
pasar global?  
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JPIK secara rutin mempublikasikan Newsletter setiap 3 bulan sekali, News-

letter ini sebagai salah satu wadah untuk berbagi informasi mengenai 
aktivitas JPIK dan mitra, serta pihak terkait lainnya tentang kondisi terkini 

pengelolaan hutan di Indonesia. JPIK mengajak anda berpartisipasi menja-

di kontributor, anda bisa mengirimkan karya tulisan ke alamat dan kontak 

dibawah ini:

Jaringan Pemantau Independen Kehutanan 

Sempur Kaler No. 30, Kelurahan Sempur 

Kecamatan Bogor Tengah, Bogor 

Jawa Barat, 16129 

Tel: 0251 8574842 

Email: jpikmail@gmail.com


